
                                                                                            

 

 

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN 

KABUPATEN PIDIE JAYA 

 

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  

KABUPATEN PIDIE JAYA 

NOMOR 107 TAHUN 2024 

TENTANG 

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE JAYA TAHUN 2024  

 

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat 

(4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 

Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota 

menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk 

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota 

dan Wakil Walikota; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (7) 

Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, 

sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh 

Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun 

Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Jadwal 

pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KIP Aceh 

untuk Pemilihan     Gubernur dan Wakil     Gubernur     

dan KIP Kabupaten/Kota  untuk  Pemilihan  Bupati 

dan Wakil  Bupati serta Pemilihan Walikota dan 

Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari 

pasangan calon; 
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  c. Surat Bupati Pidie Jaya Nomor 270/3119 tanggal 23 

September 2024 perihal Lokasi Pemasangan Alat 

Peraga Kampanye dan Kampanye Rapat Umum 

Pilkada Serentak di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 

2024; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Independen 

Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya tentang Penetapan 

Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya 

Tahun 2024. 

    

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 6512); 
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  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 

2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan 

Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 

2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 60); 

  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 

2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 568); 

  6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di 

Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), sebagaimana 

telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6  Tahun  

2018  tentang  Perubahan  Atas  Qanun Aceh Nomor 

6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan 

Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh 

Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh 

Nomor 106); 
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 7. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 

(Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15)  

sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh 

Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun 

Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran 

Aceh Tahun 2024 Nomor 7); 

  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 

Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan 

Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 

dan Wakil Walikota; 

  9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh 

Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal 

Penyelengaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 

2024; 

  10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh 

Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis 

Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 

dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024; 

  11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten   

Pidie Jaya Nomor 43 Tahun 2024 tentang Tahapan 

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2024; 

  12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten 

Pidie Jaya Nomor 103 Tahun 2024 tentang 

Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum  untuk 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 

2024. 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN 

KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PENETAPAN 

JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM 

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE JAYA 

TAHUN 2024. 

KESATU : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum 

untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya 

Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Keputusan ini. 

KEDUA : Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2024 dilaksanakan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Kampanye rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu 

setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 

waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu 

ibadah di Indonesia; 

b. Petugas Kampanye rapat umum wajib menyampaikan 

pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian 

setempat, dengan tembusan kepada Panwaslih 

Kabupaten Pidie Jaya; 

c. Petugas Kampanye rapat umum dapat memasang Alat 

Peraga Kampanye di lokasi Kampanye; 

d. Petugas Kampanye bertanggung jawab atas kelancaran, 

keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat 

keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat 

Kampanye; 

e. Petugas Kampanye wajib memerhatikan daya tampung 

tempat; 

f. Petugas dan peserta rapat umum dilarang membawa 

atau menggunakan tanda gambar, simbol, panji, 

pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar 

atau atribut dari Peserta Pemilu yang bersangkutan; 

g. Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye rapat 

umum dengan menggunakan kendaraan bermotor 

secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan 

dan kepulangannya dilarang melakukan pawai 

kendaraan bermotor dan melanggar peraturan lalu 

lintas; 

h. Petugas Kampanye rapat umum dari setiap Pasangan 

Calon wajib menunjuk 1 (satu) orang atau lebih dari 

anggotanya sebagai koordinator lapangan; 
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